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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam 

rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara 

pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan 

untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan 

untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, 

unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, 

inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. 

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
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luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri. 

 

Pasal 2 

(1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan 

oleh Menteri. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan secara efisien dan efektif untuk 

meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 

konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB II 

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN  

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: 

a. provinsi, dilaksanakan oleh: 

1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan 

2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian, untuk pembinaan teknis; 

b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan 

umum dan teknis. 

(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a angka 1 dan huruf b meliputi: 

a. pembagian urusan pemerintahan; 

b. kelembagaan daerah; 

c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; 

d. keuangan daerah; 

e. pembangunan daerah; 

f. pelayanan publik di daerah; 

g. kerja sama daerah; 

h. kebijakan daerah; 

i. kepala daerah dan DPRD; dan 

j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan 

ke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 

teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

diserahkan ke daerah kabupaten/kota. 
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(4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat:  

a. belum mampu melakukan pembinaan umum dan 

teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga 

pemerintah nonkementerian melakukan Pembinaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ 

kota sesuai dengan kewenangan masing-masing 

dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat; atau 

b. tidak melakukan pembinaan umum dan teknis, 

Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga 

pemerintah nonkementerian melakukan Pembinaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ 

kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

(6) Dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum 

terdapat keterkaitan dengan kewenangan pembinaan 

teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan menteri 

teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.  

(7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. 

(8) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukan dalam 

bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan 

serta penelitian dan pengembangan. 
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